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Terbitnya buku ini adalah respons dari situasi dan kondisi dunia
padasaatini, khususnyalndonesia. Beberapatahunterakhirinihampir
semua negara disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19
yang belum usai sampai detik ini. Di mana dengan adanya pandemi
Covid-19 semua sektor baik pemerintahan, pendidikan, ekonomi,
kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya mengalami perubahan yang
drastis. Di mana setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing
untuk menurunkan angka kasus Covid-19, termasuk juga Indonesia
yang sudah mengeluarkan beberapakebijakan darimulai Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM), sampai dengan kebijakan "New Normal”. Oleh
karena itu, buku ini mencoba untuk menuangkan kajian-kajian kritis
tentang perspektif pengelolaan pemerintahan di masa new normal.

Penerbitan buku ini untuk mendukung minimnya bahan ajar
khususnya terkait kajian ilmu pemerintahan. Mengingat wacana
terkait ilmu pemerintahan selama ini berlangsung di era normal
dan belum mengenal pandemi. Sehingga ketika berhadapan dengan
situasi pandemi, pengelolaan pemerintahan harus menyesuaikan
dengan kondisi. Di sinilah pentingnya mengkaji secara kritis tentang
pengelolaan pemerintahan di masa new normal sebagaimana diulas
dalam buku ini.



Kajian kritis ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para
mahasiswa, dosen, peneliti, maupun para pengambil kebijakan
di negeri ini. Hal ini khususnya terkait dengan kajian transisi
pemerintahan di era new normal dalam pengambilan kebijakan,
pelayanan publik sampai dengan strategi pemulihan ekonomi
nasional. Buku ini terdiri dari 11 ulasan yang membahas mengenai
kebijakan digital dan pemulihan ekonomi serta pelayanan publik di
masa new normal.

Terbitnyabukuinitidakterlepas darikontribusi para penulis yang
berasal dari perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya melalui
Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
(AIPPTM). Oleh karena itu, atas terbitnya buku ini kami
mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas kontribusi yang

telah diberikan.

Akhirnya, kepada Penerbit Samudra Biru disampaikan peng-
hargaan setinggi-tingginya karena telah bersedia menerbitkan buku
ini. Semoga buku ini bisa menambah referensi terhadap kajian-
kajian yang berkaitan tentang pengelolaan pemerintahan baik secara
normal maupun di masa pandemi, khususnya pada kajian tentang
kebijakan publik di lingkungan pemerintah, pelayanan publik,
sampai dengan pemulihan ekonomi nasional serta bisa dijadikan
bantuan untuk penelitian-penelitian serupa ke depannya. Selamat
membaca!

Yogyakarta, Juni 2022
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Penggunaan Analisis SWOT untuk
Diagnosis Organisasi Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
di Masa Pandemi Covid-19

Ria Angin?, Putri Robiatul Adawiyah?

L2Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu
Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

'Email: ria.angin@unmuhjember.ac.id,

2Email: putri.ra@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji bagaimana diagnose organisasi
pelayanan publik pada era new normal. Diagnosa organisasi adalah
suatu metode yang digunakan untuk menganalisis organisasi
sehingga dapat ditemukan kelemahannya. Konsep diagnosa dalam
diagnose organisasi ini mirip dengan praktik medis. Jika dalam
praktik medis, dokter mengumpulkan informasi tentang cara kerja
organ tubuh manusia sebagai bahan evaluasi untuk menentukan
penyakit dan memberi resep sebagai upaya penyembuhan. Metode
diagnosa organisasi pada umumnya adalah penilaian pada tingkat
fungsional suatu organisasi untuk merancang intervensi perubahan.
Diagnose organisasi dalam penelitian ini menggunakan analisis
SWOT sehingga diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman organisasi pelayanan publik. Hasil diagnose organisasi
menentukan bagaimana obat atau vitamin yang diberikan kepada
organisasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan organisasi
pelayanan publik berada pada kuadran 1 yang artinya organisasi
masih memungkinkan untuk dikembangkan.

Kata Kunci: Diagnose, Organisasi, Pelayanan Publik, Era New Normal.

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 di Indonesia, ditetapkan sebagai bencana
nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2020. Sejak itu masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan

192



kebiasaan baru yang disebut sebagai new normal. Pada Mei 2020,
Presiden Joko Widodo menjelaskan dalam pidatonya bahwa new
normal merupakan upaya yang dilakukan untuk hidup berdampingan
dengan Covid-19 sampai ditemukannya pengobatan dan vaksin
yang efektif. New normal yang dimaksud adalah menyesuaikan diri
dengan mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Protokol
kesehatan tersebut antara lain: menjaga jarak, memakai masker,
menghindari kerumunan dan mencuci tangan sesudah dan sebelum
melakukan aktivitas. Indonesia sendiri tidak menempuh kebijakan
lock down, namun memilih untuk menerapkan kebijakan pembatasan
sosial (social distancing) dan pembatasan jarak (physical distancing).
Kebijakan pertama yang diterapkan pemerintah dalam rangka
mencegah penyebaran Covid 19 adalah Kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan PSBB ini mulai diterapkan
sejak 17 April 2020. Pada tanggal 11 Januari 2021 pemerintah
memperkenalkan kebijakan baru yaitu Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali (Dilapanga,
2021:31). PPKM pertama kali berlaku pada 11 Januari — 25 Januari
2021 (Rizal dkk, 2021:97). Presiden Joko Widodo memutuskan
memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) hingga 16 Agustus 2021. PPKM level 1 diterapkan hingga
PPKM level 4. Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga 10-16
Agustus 2021.

Pemerintah menyadari bahwa Pandemi Covid-19 adalah suatu
keadaan yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Karena
itu pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
(Kepmendagri) No. 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan
Normal Baru bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparatur
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
(Kemdagri). Kebijakan ini diperkuat oleh Surat Edaran-Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN .dalam Tatanan
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Normal Baru. Surat edaran ini menegaskan adanya penyesuaian
pola kerja pegawai selama masa new normal. Surat edaran ini
dimaksudkan agar dalam era new normal ini ASN mampu bekerja
secara adaptif dan berintegritas. Penataan pola kerja ASN terjadi
dalam dua demensi, yakni demensi organisasi dan sistem kerja.
Pada dimensi organisasi pola kerja yang semula dilakukan dengan
cara normal, dituntut untuk beradaptasi dengan situasi new normal.
Sedangkan sistem kerja dilaksanakaan melalui dua pilihan, yakni
work form home (WFH) dan tetap bekerja di kantor atau work from
officc (WFO) dengan memperhatikan dan menjalankan protokol
kesehatan yang telah ditentukan (Taufik & Warsono, 2000).

Di Kabupaten Jember implementasi kedua kebijakan ini
telah ditindak lanjuti Bupati dengan mengeluarkan Surat Edaran
Bupati Kabupaten Jember Nomor: 800 /1545/414/2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Aparat Sipil Negara (ASN) di masa
Pandemi Covid-19. Surat Edaran Bupati Kabupaten Jember ini
telah mengarahkan setiap satuan organisasi perangkat daerah di
Kabupaten Jember untuk bekerja sesuai dengan aturan di atasnya,
yaitu secara Work From Home (WFH) atau dalam jaringan (daring)
dan Work From Officc (WFQ) atau bekerja dari kantor secara
luar jaringan (luring). Disisi lain, semua pegawai pemerintahan
kecamatan bekerja secara shiftting atau bekerja dengan sistem jadwal/
bergantian. Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah salah
satu kecamatan yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan
khususnya pelayanan administrasi satu pintu (PATEN). Sistem
kerja ASN dalam memberikan pelayanan publik di masa Pandemi
Covid-19 telah diatur melalui tiga kebijakan di atas dan diharapkan
pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik.

Namun dari observasi lapang selama masa Pandemi Covid-19
peneliti mendapatkan informasi adanya ketidak puasan dari
masyarakat terkait dengan pelayanan publik PATEN di-Kecamatan
Puger. Menurut masyarakat, urusannya yang terkait dengan PATEN
mengalami keterlambatan. Ini artinya pelayanan publik yang terkait
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dengan penyelenggaraan PATEN perlu diperbaiki. Tetapi penelitian
untuk mendapatkan data tentang apa yang perlu diperbaiki belum
pernah dilakukan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk melakukan
diagnose organisasi penyelenggara PATEN untuk meningkatkan
kualitas pelayanan bagi masyarakat.

B. PEMBAHASAN
1. Diagnose Organisasi dengan Menerapkan Analisis SWOT

Istilah diagnosa biasanya lazim digunakan di dunia medis, yaitu
ketika seorang dokter berusaha untuk mengenali serta mengerti
keluhan yang dirasakan oleh pasiennya mengenai sesuatu yang
tidak beres dalam tubuhnya. Metode diagnose untuk mengenali
suatu penyakit oleh para dokter ini kemudian dipakai oleh ahli
pengembangan organisasi guna mendeteksi penyakit organisasi.
Seorang pelaku usaha /pebisnis, sama halnya dengan seorang pasien,
juga sering menyadari dan mengeluhkan adanya ketidakberesan
di perusahaannya dan mencari pertolongan spesialis di bidang
pengembangan organisasi.

Meskipun terminologi diagnosa itu sendiri meminjam dari
istilah medis, diagnosa organisasi mempunyai perbedaan dari
diagnosa penyakit seperti yang dilakukan oleh para dokter.
Pendekatan diagnosa organisasi mempunyai perspektif yang
berbeda. Dalam mendiagnosa “penyakit organisasi” tidak saja
dibebankan pada ahli/spesialis pengembangan organisasi saja,
namun keterlibatan dari “pasien” (pelaku organisasi) juga sangat
diharapkan. Prinsip kerjasama (kolaborasi) antar ahli pengembangan
organisasi dan tim manajemen dari suatu perusahaan untuk
mendapatkan informasi, menganalisa, dan menentukan intervensi-
intervensi merupakan konsep penting dalam diagnosa organisasi.
“Dokter-dokter organisasi (perusahaan)” inilah yang kemudian
mendiagnosa pasiennya, menemukan penyakitnya dan memberikan
resep pengembangannya. Van Tonder and Dietrichsen (2008)
menyatakan: “The diagnostic consists of research based on behavioral
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sciences methodologies and models, with the goal of assessing existing
organizational health to improve effectiveness. The diagnosis procedure
gathers data about existing operations, analyzes it, and draws judgments
about possible modifications”. (Cummings and Worley, 2009; Slocum
and Hellriegel, 2007). Jadi diagnosis organisasi adalah proses di
mana konsultan mengumpulkan informasi dari anggota organisasi
dan menyebarluaskan temuan dan rekomendasi kepada anggota
tersebut untuk meningkatkan kinerja. Tujuan dari diagnosis
adalah untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang suatu
organisasi dan menentukan apakah perubahan diperlukan.

Penelitian empiris menunjukkan peningkatan kinerja karyawan
setelah diagnostik organisasi dilakukan. Hasilnya secara signifikan
meningkatkan kinerja dan menghasilkan output pendapatan
organisasi (Cummings dan Worley, 2009; Huselid, 1995; Ostroff,
1995). Demikian pulajika dilakukan dengan benar, proses diagnostik
organisasi juga mendorong dan mendukung pembelajaran
berkelanjutan, mengembangkan kemampuan beradaptasi, dan
memiliki dampak positif pada organisasi dan kesehatannya secara
keseluruhan (Kontoghiorghes et al., 2005).

Jadi diagnose organisasi merupakan suatu proses untuk
menemukan bagaimana organisasi menjalankan fungsi-fungsi.
Proses ini meliputi pencarian informasi yang relevan tentang
bagaimana organisasi berfungsi, menganalisa informasi tersebut, dan
membuat kesimpulan dan rekomendasi untuk pembinaan organisasi.
Diagnosa yang sukses akan memberi “petunjuk” yang baik tentang
“kesehatan” organisasi saat itu dan cara pengembangannya. Setiap
proses diagnose organisasi menghasilkan bentuk intervensi berbeda
(Kahn, 2011). Oleh karena itu proses diagnosa ini memegang peran
yang sangat penting dalam pengembangan organisasi.

Diagnosa dalam pengembangan organisasi mempunyai
dua orientasi, yaitu orientasi masalah dan orientasi)kemajuan.
Orientasi masalah menitik beratkan pada upaya.untuk mencari
dan menemukan pokok permasalahan yang dihadapi organisasi.
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Semenjak pokok permasalahan ditemukan maka dapat dirancang
intervensi-intervensinya. Orientasi kemajuan memfokuskan pada
upaya pengembangan atau pembinaan organisasi. Organisasi yang
bersangkutan mungkin sudah cukup baik, namun pelaku organisasi
menginginkan diagnosa agar fungsi organisasi lebih ditingkatkan.
Hasil diagnose organisasi mungkin tidak perlu diberi diberi “obat”
melainkan diberi “vitamin” supaya organisasi dapat berfungsi lebih
optimal.

Diagnosa organisasi merupakan suatu keniscayaan yang
mempengaruhi  pengembangan dan perubahan  organisasi.
Perubahan tersebut dapat bersumber dari internal dan eksternal
organisasi. Terhadap faktor yang bersumber dari internal organisasi,
organisasi bisa melakukan adaptasi dengan cara melakukan
perubahan yang reaktif dan/atau perubahan yang direncanakan
(planned change) atau proaktif. Apabila kondisi menuntut seperti ini
maka pelaku organisasi dituntut untuk bisa mengambil keputusan
yang cepat dan tepat agar organisasi bisa beradaptasi dengan baik.
Sehingga organisasi bisa bertahan dan tumbuh (peningkatan
pelayanan publik) secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini diagnose organisasi dilakukan dengan
menggunakan analisa SWOT. Analisis SWOT merupakan salah
satu teknik analisis yang telah banyak digunakan oleh organisasi,
perusahaan, maupun lembaga pemerintahan. Salah satu alasan
mengapa analisis SWOT banyak digunakan dikarenakan analisis
ini memberikan data akurat tentang faktor kekuatan (Strength),
kelemahan (Weakness), kesempatan (Opprtunity) dan ancaman
(Threat). Analisis SWOT mencakup 3 langkah utama 1. Pertama,
kita harus memahami lingkungan internal organisasi/perusahaan
yaitu kekuatan (streangth), dan kelemahan (weaknesses); 2. Kedua,
kita harus memahami lingkungan eksternal organisasi/perusahaan
yaitu peluang (opportunities), dan ancaman (threats); 3. Ketiga,
melakukan analisis bagaimana kekuatan mampu.mengambil
keuntungan dari peluang yang ada, dan bagaimana‘cara mengatasi
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kelemahan-kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi
nyata, sehingga organisasi/perusahaan dapat nerencanakan opsi
strategis yang lebih baik ( Syukron, 2018).

2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Masa Pandemi Covid-19

Pelayanan publik menurut Mukarrom & Laksana (2015:80)
merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun
rencana dalam mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan,
dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya
tujuan pelayanan. Sedangkan menurut Santosa pelayanan publik
merupakan pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas
nama pemerintah, atau pihak swasta kepada masyarakat (Rohman
& Hardianto (2019:104). Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Pubik, menegaskan bahwa
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Selanjutnya dalam memberikan pelayanan publik
yang baik hendaknya memenubhi syarat berikut (Widodo, 2001): (1)
Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan (prosedurnya
sederhana), (2) Mendapat pelayanan yang wajar, (3) Mendapat
pelayanan yang sama tanpa pilih kasih, (4). Mendapat perlakuan jujur
dan terus terang (transparan), (S) Mengetahui kebutuhan apa yang
dilayani, (6) Menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung
penampilan (kinerja), (7) Memantau dan mengukur kinerja.

Pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 4 Tahun 2010 tentang
pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
Pada pasal 29 menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di'Indonesia
ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5
(lima) tahun sejak ditetapkannya PERMENDAGRI ini. Keputusan
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ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
238-270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN). Namun tidak seluruh kecamatan
diijjinkan menyelenggaraan PATEN. Pemerintah menetapkan
persyaratan ketat bagi kecamatan yang ingin menyelenggarakan
PATEN. Kecamatan yang diijinkan menyelenggarakan PATEN
adalah kecamatan-kecamatan yang telah memenuhi tiga persyaratan,
yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis. (1) Persyaratan
substantif adalah syarat utama yang harus dipenuhi oleh kecamatan.,
yaitu adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagian wewenang
dari Bupati/Walikota kepada Camat.

Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi bidang perizinan
dan non perizinan. Pelimpahan wewenang ini menjadi persyaratan
substantif, karena tanpa syarat ini mustahil kecamatan bisa
menyelenggarakan PATEN. Hal ini diperjelas dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Pasal
15 ayat (2) yang menyatakan selain tugas umum pemerintahan,
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Walikota/Bupati.(2) Persyaratan berikutnya adalah persyaratan
administratif, yaitu berupa standar pelayanan dan uraian tugas
personil kecamatan. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian
kualitas PATEN sebagai penyelenggara/pemberi layanan berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Standar pelayanan sekurang-
kurangnya berisi jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan kecamatan,
persyaratan untuk mendapatkan pelayanan, proses/prosedur
pelayanan. (3) Persyaratan lainnya bersifat teknis, berupa sarana
prasana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan PATEN yang
meliputi,peralatan yang tersedia didalam ruangan pelayanan yang
terdiridariloket/mejapendaftaran, tempatpemrosesanberkas, tempat
pembayaran, tempat penyerahan dokuman, tempat pengolahan data
dan informasi, tempat penanganan pengaduan, tempat. piket, ruang
tunggu. Persyaratan lainnya berupa perangkat pendukung lainnya
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yaitu pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pelayanan sistem
PATEN sesuai standar PATEN meliputi petugas informasi, petugas
loket dan penerima berkas, petugas operator computer, petugas
pemegang kas dan petugas lainnya sesuai kebutuhan.

Pada tahun ke enam semenjak Peraturan Menteri Dalam Negeri
(PERMENDAGRI) No 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN
diimplementasikan, Pemerintah Kecamatan Puger menerbitkan Surat
Keputusan (SK) No.7/2016 tentang petugas pelaksana PATEN.
Semenjak penetapan SK ini Kecamatan Puger menyelenggarakan
PATEN. Proses dimulai dengan permohonan sampaike tahap terbitnya
dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini berarti cukup
melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memposisikan warga
masyarakat hanya berhubungan dengan seorang petugas di satu meja/
loket pelayanan di kecamatan. PATEN diharapkan mempermudah
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara
PATEN, kecamatan diposisikan sebagai pusat pelayanan masyarakat
dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu
satu pintu (PTSP) di kabupaten/kota. Melalui PATEN pelayanan
kepada masyarakat lebih efektif dan efisien (Dian Utomo, 2010, 36).
Kecamatan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara proporsional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan di
bidang perizinan dan non perizinan.

Pelaksanaan PATEN didasarkan pada asas-asas pelayanan
publik sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor
2S5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas itu adalah:.
kepentingan, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan
hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan
perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas
dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu,
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasar aturan ini
maka pelaksanaan PATEN diselenggarakan secara adil bagi seluruh
masyarakat tanpa membedakan atau mengisitimewakan kelompok
masyarakat tertentu.
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Selama masa Pandemi Covid-19 penyelenggaraan PATEN
relative tidak bisa dilaksanakan sebagaimana sedia kala. Masa
pandemiadalahssituasi baruyang dihadapi oleh para ASN dimanapun
berada termasuk di tingkat kecamatan. Pemerintah menuntut para
ASN ini merubah ritme kerja mereka dari Work from Office (WFO)
menjadi Work from Home (WFH). Perubahan ini menuntut para
ASN beradaptasi dengan situasi baru namun dengan tetap menjaga
agar kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara prima.

Kebijakan Pemerintah untuk mencegah agar virus Covid-19
tidak menyebar telah berdampak pada perubahan pelayanan publik
yang diterapkan oleh penyelenggara layanan. Pegawai kantor
Kecamatan Puger yang bertugas dalam memberikan pelayanan
PATEN kepada masyarakat harus mengikuti peraturan yang ada.
Pegawai kecamatan diharuskan mengikuti protokol Covid-19
sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran (SE) Bupati Kabupaten
Jember No. 800 /1545/414/2020. SE Bupati Kabupaten Jember
tersebut mengharuskan pegawai bekerja secara jarak jauh atau
bekerja daring atau melalui Work From Home (WFH) dan bekerja
dari kantor (Work From Office). Selanjutnya para pegawai kecamatan
diharuskan bekerja secara bergantian. Dalam setiap kegiatan
pelayanan pegawai yang datang ke kantor hanya 2-3 tiga orang
dengan rincian waktu kerja dari pukul 8.30 pagi sampai 15.00.

Selanjutnya baik pegawai dan masyarakat harus memakai
masker, mengecek suhu tubuh, mencuci tangan dan berjaga jarak.
Berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh kepala seksi
tata pemerintahan dan pelayanan umum, bahwa dalam kegiatan
administrasi seperti pembuatan akte, surat keterangan, KTP hingga
kegiatan turun lapangan dilakukan secara terbatas. Pegawai lebih
banyak bekerja dirumah dengan menggunakan sistem online. Sejak
sistem kerja ini diterapkan masyarakat merasa pelayanan publiklebih
lambat. Selain itu masyarakat belum familiar dengan sistem-aplikasi
on line, yang digunakan oleh kecamatan untuk meémpermudah
urusan. Karena belum familiar masyarakat banyak yang tidak
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memanfaatkannya. Masyarakat cenderung lebih memilih sistem
yang manual. Kecenderungan masyarakat ini juga menjadi agenda
tersendiri bagi pemerintah kecamatan.

Tabel 1. Diagnose Organisasi PATEN Kecamatan Puger (Internal)

No Kekuatan (Streangth) Kelemahan (Weaknesses)
1. | Struktur organisasi yang terpola Kurangnya Pemahaman tentang
sesuai Perda No.74/2008, SK Tupoksi, aparatur sehingga

Camat Puger No.7/2016 tentang berpengaruh pada motivasi kerja
pelaksana PATEN dan SE Bupati
Jember No. 800 /1545/414/2020
tentang Sistem Kerja selama

Pandemi
2. | Tersedianya SDM aparatur Kurangnya perangkat yang
Kecamatan dan Desa mampu memberi pelayanan
karena belum terlatih khususnya
dalam teknologi sistem informasi
3. | Peningkatan fungsi koordinasi di Kurangnya komunikasi antara
wilayah Kecamatan Puger aparat kecamatan dan aparat desa
4. | Terselenggaranya koordinasi Perangkat desa kurang
pemerintah kecamatan dengan difungsikan perannya sesuai
lintas sektor diwilayah tupoksi

kecamatan Puger.

S. | Sarana dan prasarana yang tersedia | Lambatnya peranan fungsi

guna mendukung kegiatan di kelembagaan di masyarakat
Kantor Kecamatan Puger akibat kurang koordinasi yang
baik dengan seluruh elemen
masyarakat dan pemerintah desa

dan kecamatan.
6. | Adanya koordinasi antara Sebagian besar masyarakat
pemerintah kecamatan dan desa menginginkan pelayanan di
kecamatan

cepat selesai / tepat waktu namun
kecamatan masih terkendala
dengan lamanya proses dari
kabupaten.

7. | Akses internet di kantor kecamatan | Akses internet dibeberapa
lancar wilayah tidak stabil .

Sumber : Data Primer yang diolah
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Data diagnose organisasi khususnya pada aspek kekuatan
menunjukkan organisasi pelayanan publik PATEN telah memiliki
dasar hukum yang kuat. Ada tiga regulasi yang mendasarinya yaitu
pertama, Perda No.74/2008 tentang struktur kelembagaan perangkat
daerah, kedua SE Bupati No. 800 /1545/414/2020 tentang sistem
kerja ASN selama Pandemi Covid -19 dan ketiga, Surat Keputusan
(SK) Camat Puger No.7/2016 tentang pelaksana PATEN. Tiga
regulasi ini sudah cukup memadai dalam mengatur kinerja ASN
yang bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik PATEN. Namun
kenyataannya ASN yang bertugas memiliki kelemahan yaitu kurang
terampil dalam menggunakan perangkat teknologi sistem informasi.
Akibatnya meskipun ada sistem kerja secara WFH dengan harapan
ASN bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di rumah
secara on line, target tugas ini tidak tercapai. Bahkan kalaupun ASN
bisa mengoperasikan piranti teknologi sistem informasi, ada masalah
lain yaitu sinyal internet lemah sehingga tidak mendukung sistem
kerja WFH. Akhirnya ketika bergiliran WFH, sebagian ASN merasa
seperti liburan. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Perijinan
yang diurus masyarakat mengalami keterlambatan.

Wawancara dengan sorang aparat yang berinisial H yang menjadi
informan penelitian ini. H menyatakan: “ memang kami telah dibagi
dalam dua kelompok yaitu kelompok WFH dan kelompok WEFO.
Dua kelompok ini diacak setiap minggu. Tetapi siapa yang bisa
bekerja di rumah? Kendalanya banyak, di rumah tidak ada sinyal.
Kalaupun ada sinyal kami punyanya hanya HP, lap top tidak punya.
Orang rumah mengira kami libur. Jadi bisa dibayangkan betapa tidak
efektifnya sistem pengaturan WFH. Giliran bekerja dikantor (WFO)
tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena beberapa urusan
terkait dengan kabupaten. Sementara sistem kerja di kabupaten juga
dilaksanakan secara WFO dan WFH”.

Keterangan dari informan memperjelas temuan bahwa.meskipun
aksesinternetdikantorkecamatan (strength) kuattetapijikadikediaman
para ASN lemah maka berakibat pada tidak bisa-dilaksanakannya
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target kerja WFH. Pelaksanaan PATEN membutuhkan koordinasi
antara ASN yang bertugas melayanai publik di tingkat desa, kecamatan
hingga kabupaten. Di masa pandemik Covid-19, sejak sistem kerja
diatur secara WFH dan WFO koordinasi tidak bisa dilaksanakan
sebagaimana sebelum masa pandemi Covid-19. Data diagnose
organisasi penyelenggara lain yang ditemukan berbasis eksternal yaitu
opportunities dan threats. Data menjelaskan bahwa kecamatan memiliki
banyak peluang untuk berkembang. Peluang-peluang tersebut antara
lain : 1) Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan,
2) Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi
bagi Perangkat Kecamatan dan Desa, 3) Sosialisasi tehnologi sistem
informasi bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan
SDM dan pengelolaan SDA yang menjadi kekayaan Kecamatan Puger
melalui Kerjasama dengan Dinas /Instansi terkait telah mendukung
program-program yang direncanakan. Peluang pertama dan kedua
berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja ASN kecamatan dan
desa. Jika peluang ini dilaksanakan maka keluhan masyarakat karena
lambatnya kinerja ASN dalam menyelesaikan administrasi perijinan
akan bisa diselesaikan secara tepat waktu.

Tabel 2. Data Hasil Diagnose Organisasi PATEN Kecamatan Puger (Eksternal)

No| Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats)

1 | Peningkatan pengetahuan Masih rendahnya pemahaman tupoksi
aparatur melalui diklat / di tingkat Desa
pelatihan

2 | Adanya pembinaan dalam Masih adanya beberapa pelayanan
rangka peningkatan tugas masyarakat yang belum dapat
dan fungsi bagi Perangkat ditangani secara prima karena
Kecamatan dan Desa keterbatasan sarana dan prasarana
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3 | Sosialisasi teknologi sistem Kecamatan memiliki program dan
informasi bagi generasi kegiatan dari pemerintah kabupaten
muda sebagai bekal untuk
pengembangan SDM dan
pengelolaan SDA yang ada
lewat Dinas /Instansi terkait
sehingga mampu mendukung
program-program yang
direncanakan

Sumber : Data primer yang diolah

Selanjutnya dua peluang yang telah dilaksanakan sekaligus akan
meningkatkan aparat pemerintah desa. Karena kecamatan memiliki
program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kinerja pegawai
maka aparat desa akan diundang pula sebagai peserta. Namun
peningkatan kinerja ASN hendaknya disertai dengan terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana kerja. Di masa pandemik Covid-19,
ASN yang bekerja secara WFH mengalami kendala karena mereka
tidak memiliki piranti teknologi sistem informasi yang cukup
memadai. Di masa new normal kendala ini tidak boleh terjadi lagi.
Pihak kecamatan telah berinisiatif memasukkan program pengadaan
sarana dan prasarana dalam anggaran belanja kecamatan.

Seorang informan yang menjadi aparat pemerintah berinisial A
memberi keterangan bahwasanya tiga ancaman yang ditemukan dalam
diagnose organisasi sebenarnya sudah dimaklumi oleh pemerintah
kecamatan. Penanganan Covid 19 bagi pemerintah kecamatan Puger
menjadi tantangan dalam tata kelola pegawai. Persoalan-persoalan
yang muncul terkait dengn sistem kerja WFH dan WFO yang di
awal masa pandemi Covid-19 yang tanpa penjelasn rinci seiring
dengan berjalannya waktu bisa diatasi. Aparat yang bekerja WFH
sedapat mungkin berusaha menyelesaikan target. Mereka mengakui
mengalami kesulitan bekerja dari rumah. Namun arahan™ dari
pimpinan (Camat) terkait dengan hal-hal teknis yang harus dilakukan
agar target kerja selama WFH dicapai, telah memberi motivasi ASN
dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
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Seiring dengan sulitnya memprediksi kapan Covid-19 ini
sirna dari muka bumi, pemerintah kecamatan Puger menyadari
bahwa mereka harus melakukan pembaharuan dalam sistem
pemerintahannya. Penggunaan e-government governance adalah suatu
keniscayaan. Karena itu pemerintah kecamatan telah merencanakan
penerapan e-government governance sekaligus mengadakan
pelatihan ASN dalam mengoperasikannya. Namun kendala lain
juga menghadang karena akses internet di beberapa wilayah di
Kecamatan Puger tidak stabil. Masalah inipun akan diatasi dengan
menghubungi pihak provider agar memperluas jaringan hingga ke
wilayah-wilayah yang selama ini sulit mengakses internet.

Tabel 2 dan Tabel 3, menggambarkan hasil diagnose organisasi
pelayanan PATEN di Kecamatan Puger ditinjau dari basis internal
terdiri dari 8 faktor kekuatan (streangth), 8 faktor kelemahan
(weakness). Basis eksternal terdiri dari 3 faktor peluang, dan 3 faktor
ancaman. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis faktor
internal atau Internal Factors Analysis Summary (IFAS) dan analisis
lingkungan eksternal atau External Factors Analysis Summary (EFAS)
dalam bentuk materik berdasarkan faktor-faktor di atas, serta bobot
dan skor diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner (Anggraeni,
Sunarti, & Mawardi, 2017).

Berikut merupakan penjabaran range skor yang ditetapkan
menurut Wheelen & Hunger (2004), Corporate Strategy Wheelen
Hunger merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk
mendiagnosis organisasi pemerintah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik (Solihin & Ismail, 2012).

Gambar 1. Range Skor Wheelen and Hunger

5,0 la,5 l,0 B,5 B,0 R,5 R,0 L5 10|

Outstanding Above Average Average Below Average Poor
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Tabel 3. Matrik IFAS Diagnose Organisasi Pelayanan PATEN

Kekuatan (Streangth) Kelemahan (Weaknesses)
Faktor Bobot Skor Nilai Faktor Bobot Skor Nilai
S1 0,15 4 0,6 \\4! 0,05 4 0,20
S2 0,10 3 0,3 W2 0,05 3 0,15
S3 0,10 3 0,3 W3 0,10 4 0,40
S4 0,10 3 0,3 W4 0,05 3 0,15
S5 0,10 4 0,4 W5 0,15 4 0,60
S6 0,15 4 0,6 w6 0,10 4 0,40
S7 0,05 3 0,15 W7 0,05 1 0,05
S8 0,05 2 0,10 W8 0,10 3 0,30
Total 0,9 2,75 Total 0,8 2,25

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 3, hasil matrik IFAS menunjukan bahwa nilai
kekuatan (streangth) adalah 3,6 dan nilai kelemahan (weaknesses)
adalah 2,4. Sehingga nilai IFAS nya dapat kita hitung dengan rumus
= nilai kekuatan - nilai kelemahan = 2,75 - 2,25 = 0,5. Selanjutnya
perhitungan matrik EFAS untuk faktor peluang (opportunities), dan
ancaman (threats).

Tabel 4. Matrik EFAS Diagnose Organisasi PATEN

Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats)

Faktor Bobot Skor Nilai Faktor Bobot Skor Nilai
(0) 0,20 4 0,80 T1 0,15 5 0,75
02 0,20 4 0,80 T2 0,15 3 0, 45
03 0,20 4 0,80 T3 0,10 3 0,30

Total 0,6 2,40 Total 0,55 1,50

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4, hasil matrik EFAS menunjukan bahwa nilai
peluang (opportunities) adalah 2,40 dan nilai ancaman (threats) adalah
2,3S. Sehingga nilai EFAS nya dapat kita hitung dengan rumus = nilai
peluang - nilai ancaman = 2,40-1,50 = 0,9 (positif). Jika hasil analisis
lingkungan internal (IFAS) dan analisis lingkungan ekternal (EFAS)
menyatakan bahwa selisih nilai kekuatan dan kelemahan hasilnya (+)
0, 9 dan selisih nilai peluang dan ancaman juga hasilnya positif (+) 0,5
maka dapat kita gambarkan pada diagram kartesius betikut:
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Gambar 1. Diagram Kartesius Analisis SWOT
Opportunities {+)
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Threats {-)

Berdasarkan deskripsi diagram di atas maka diagnose organisasi
penyelenggara PATEN di Kecamatan Puger berada pada kuadran
1 yang maknanya organisasi ini masih bisa dikembangkan. Proses
analisa SWOT yang dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan
dan kelemahan dalam organisasi penyelenggara PATEN merupakan
bentuk diagnose organisasi untuk mengetahui seberapa efektif
performa organisasi tersebut. Sedangkan identifikasi peluang
dan ancaman merupakan bentuk diagnose organisasi dari sisi
lingkungan ekternal organisasi. Sesuai hasil diagnose organisasi,
maka obat yang perlu diberikan untuk meningkatkan kinerja
organisasi penyelenggara PATEN adalah dengan membuat
strategi-strategi sebagai alternatif pemecahan masalah. “Obat” yang
diberikan berdasarkan pertimbangan kombinasi 4 faktor kekuatan
(S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman (T). Kombinasi 4
faktor tersebut melahirkan 4 strategi berikut:
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a. Strategi SO, strategi yang menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang

b. Strategi ST, strategi yang menggunakan kekuatan untuk
mengatasi ancaman.

c. Strategi WO, strategi yang meminimalkan kelemahan
untuk memanfaatkan peluang, dan

d. Strategi WT, strategi yang memenimalkan kelemahan
untuk menghindari ancaman

Keempat strategi tersebut, selanjutnya dibuatkan matrik
analisis SWOT. Matrik analisis SWOT adalah sebuah alat yang
bisa digunakan untuk menyusun dan mengembangkan strategi.

Penelitian ini menghasilkan matrik analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 5. Matrik Diagnosis Organisasi Penye;Lenggara PATEN

Pemerintahan Kecamatan

Berdasar Analisis SWOT
EE;Z:;L\I Opportunities (O) Threats (T)
Streangth (S) | Strategi SO Strategi ST
1. Koordinasi internal yang | 1. Meningkatkan fungsi
baik dan digunakan untuk [  koordinasi dan fasilitasi
meningkatkan tugas Pemerintah Desa, kecamtan
koordinasi di wilayah dan kabupaten
Kecamatan Puger 2. Bekerja sama dengan Dinas
2. SDM yang memadai dan Instansi terkait dalam
struktur yang terpola penerapan tekhnologi sistem
disertai pelimpahan informasi
kewenangan untuk 3. Meningkatkan pelayanan
mengoptimalkan administrasi kepada
penyelenggaraan masyarakat serta

meningkatkan kinerja
Pemerintah Kecamatan
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Weaknesses | Strategi WO Strategi WT
(W) 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan kualitas SDM
pemahaman tupoksi secara menyeluruh
melalui diklat /pelatihan | 2. Mengoptimalkan fungsi
2. Menyusun rencana koordinasi dan fasilitasi
kebutuhan sarana dan penyelenggaraan Pemerintah
prasarana. Kecamatan
3. Meningkatkan 3. Mengoptimalkan sarana dan
koordinasi tingkat prasarana serta dana dalam
Kecamatan pelaksanaan tugas.
4. Mengoptimalkan koordinasi
dengan instansi yang lebih atas

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil diagnosis organisasi PATEN. Kecamatan
Puger dengan menggunakan analisis SWOT ditemukan bahwa
kelemahan ada pada kuadran I yang artinya organisasi pelayanan
PATEN masih mungkin dikembangkan, maka obat yang tepat
adalah dengan menerapkan strategi-strategi yang dijabarkan pada
tabel 5. Aspek streangth menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan
memilikikemampuan untuk melakukan koordinasiinternal terutama
diantara para pegawai PATEN. Strategi ini penting mengingat
selama masa Pandemi Covid-19 para pegawai ini dibagi menjadi
kelompok yaitu kelompok WFO dan kelompok WFH. Karena
situasi pandemi Covid-19 yang beresiko tinggi para pegawai inipun
jarang bertemu. Karena itu ketika Pandemi Covid-19 melandai,
target pertama pemerintah kecamatan adalah mengembalikan para
ASN pada semangat kerja sebagaimana sebelum Pandemi Covid-19.
Jika koordinasi internal ini berhasil dilakukan, maka bisa digunakan
untuk meningkatkan tugas-tugas lainnya yang mengharuskan
koordinasi dengan pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten.

Pemerintah kecamatan Puger juga memiliki peluang. yaitu
tersedianya ASN yang cukup memadai. Artinya ASN pemerintah
kecamatan Puger adalah SDM yang memiliki kemampuan dalam
mengerjakan tugas-tugas pelayanan dalam strukfur yang terpola
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disertai dengan kewenangan yang memungkinkan optimalisasi
pada pelayanan masyarakat. Tetapi di sisi lain pelayanan publik
ASN masih memiliki kelemahan. Ini terbukti dengan adanya
keluhan masyarakat terkait lambannya pelayanan yang diberikan
oleh aparat pemerintah selama Pandemi Covid-19. Aspek Weaknes
dan Opportunity (WO) mengarahkan bahwa penyebab lambannya
kinerja ASN salah satunya karena masih ada ASN yang belum
memahami tugas pokok dan fungsi mereka yang pada saat pandemik
Covid-19 sistemnya berubah menjadi WFH dan WFO. Kelemahan
ini bisa diatasi melalui koordinasi yang intensif antara ASN dan
Sekretaris Kecamatan terkait dengan pelaksanaan WFH dan WFO.

Strategi berikutnya terkait dengan aspek ancaman (threat),
yang meliputi peningkatan fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap
Pemerintah Desa, melakukan kerjasama dengan Dinas atau
Instansi yang terkait dengan teknologi sistem informasi, melakukan
peningkatan pelayanan administrasi masyarakat dan meningkatkan
kinerja pemerintah kecamatan. Seiring dengan berjalannya waktu
kelemahan-kelemahan ini relative bisa diatasi.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan
yang dialami oleh organisasi pemerintah penyelenggara
pelayan PATEN. Adapun Langkah-langkahnya diawali
dari lingkungan internal yaitu kekuatan (streangth), dan
kelemahan (weaknesses), serta dari lingkungan eksternal
yaitu peluang (opportunities), dan ancaman (threats).

2. Analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis
yang cukup tajam sehingga para penyelenggara pelayanan
PATEN mampu melakukan langkah-langkah-" guna
mempertahankan kekuatan sehingga mampu memberikan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan.peluang yang
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ada, sambil mengurangi kelemahan yang dimiliki dan juga
menghindari ancaman.

3. Hasil dari analisis lingkungan internal atau Internal Factors
Analysis Summary (IFAS) dan analisis lingkungan ekternal
atau External Factors Analysis Summary (EFAS) menyatakan
bahwa selisih nilai kekuatan dan kelemahan hasilnya (+)
0,50, dan selisih nilai peluang dan ancaman juga hasilnya
positif (+) 0,90. Jika diplotkan dalam grafik kartesius maka
titik potongnya berada pada kuadran I (growth), artinya
organisasi penyelenggara pelayanan PATEN memiliki
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

4. Hasil analisis SWOT penelitian ini menghasilkan empat
kombinasi strategi untuk mengembangkan pelayanan
PATEN yang secara terperinci dilakukan melalui 1. strategi
Streangth Opportunities (SO), 2. strategi Streangth Threats
(ST), 3. mstrategi Weaknesses Opportunities (WO), dan
4 strategi Weaknesses Threats (WT). Strategi-strategi ini
penting untuk dilakukan, namun realisasinya tergantung
pada kebijakan organisasi penyelenggara pelayanan
PATEN.
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GOVERNANCE

COVID-19 TRANSITION

Perspektif Pengelolaan Pemerintah di Masa New Normal

Terbitnya buku ini adalah respons dari situasi dan kondisi
dunia pada saat ini, khususnya Indonesia. Beberapa tahun
terakhir ini hampir semua negara disibukkan dengan
penanganan pandemi Covid-19 yang belum usai sampai dengan
detik ini. Akibat pandemi Covid-19 semua sektor baik pemerintah,
pendidikan, ekonomi, kesehatan, olahraga, dan banyak lainnya
mengalami perubahan yang drastis. Setiap negara mempunyai
kebijakan masing-masing untuk menurunkan angka kasus
Covid-19, termasuk juga Indonesia yang sudah mengeluarkan
beberapa kebijakan dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM), sampai dengan kebijakan New Normal. Oleh karena itu,
buku ini mencoba untuk menuangkan kajian-kajian kritis tentang
perspektif pengelolaan pemerintahan di masa new normal.

Kajian kritis ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para
mahasiswa, dosen, peneliti, maupun para pengambil kebijakan di
negeri ini. Hal ini khususnya terkait dengan kajian transisi
pemerintahan di era new normal dalam pengambilan kebijakan,
pelayanan publik, sampai dengan strategi pemulihan ekonomi
nasional. Buku ini terdiri dari 11 ulasan yang membahas mengenai
kebijakan digital dan pemulihan ekonomi serta pelayanan publik
di masa new normal.
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